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e |stilah gig lahir bukan dari ruang rapat para ekonom, melainkan dari panggung musik jazz Amerika pada dekade 1920-an.
Bagi musisi jazz waktu itu, sebuah gig berarti satu kali pertunjukan, sebuah engagement singkat untuk menghibur
penonton. Kemudian istilah gig meluas. Dari musik ke dunia hiburan, lalu ke kerja lepas, hingga akhirnya menjadi istilah
global yang kita kenal hari ini—gig workers atau pekerja gig Mereka adalah pekerja yang hidup dari tugas-tugas pendek,
kontrak lepas, fleksibel, dan sering kali difasilitasi oleh platform digital.

Di Indonesia, gig workers atau pekerja lepas hadir dalam wujud pengemudi ojek daring atau ojol, kurir logistik, penjual jasa
di platform digital, hingga kreator konten yang hidup dari engagement publik. Fenomena ini membawa wajah baru dunia
kerja lebih cair, lebih mandiri, tetapi juga lebih rapuh. Gig economy membuka peluang bagi jutaan orang, tetapi sekaligus
memperlihatkan celah besar dalam perlindungan sosial dan kepastian hukum.

Ekonomi gig adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem kerja yang melibatkan kontrak jangka pendek
dan pekerjaan lepas, sering kali difasilitasi oleh platform digital. Dalam konteks ini, pekerja dapat menawarkan layanan
mereka secara independen, sementarapengusahadapatmencaritenagakerjasesuaikebutuhanmerekatanpaharus
melakukan perekrutan permanen.

Ekonomi gig adalah sistem kerja di mana seseorang bisa bekerja dari satu proyek ke proyek lainnya, tanpa terikat kontrak
jangka panjang. Dengan bantuan platform online seperti Gojek,Grab, atau Fiverr, pekerja gig memiliki kebebasan memilih
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini memberi keuntungan bagi mereka yang mencari pekerjaan
sampingan atau ingin lebih mengontrol jam kerja mereka sendiri. Ekonomi gig muncul sebagai respons terhadap
perubahan besar dalam teknologi, preferensi kerja, dan dinamika pasar tenaga kerja.

Ekonomi gig yang sedang trend sekarang ini di sebabkan oleh beberapa faktor berikut ini: a. Perkembangan teknologi
digital: Munculnya platform seperti Gojek, Grab, Upwork, dan Freelancer memudahkan pencocokan antara pekerja dan
pengguna jasa; Smartphone dan GPS memungkinkan layanan berbasis lokasi dan transaksi instan; b.Krisis ekonomi dan
ketidakstabilan kerja: Setelah krisis keuangan global 2008, banyak Perusahaan mengurangi karyawan tetap dan beralih ke
tenaga kerja kontrak atau freelance; Pandemi COVID-19 juga mempercepat peralihan ke pekerjaan fleksibel dan jarak
jauh; c. Preferensi generasi muda: Generasi milenial dan Gen Z cenderung memilih fleksibilitas dan kebebasan kerja
dibandingkan stabilitas kerja konvensional; d. Efisiensi biaya bagi Perusahaan: Perusahaan bisa menghemat biaya
operasional karena tidak perlu memberikan tunjangan seperti asuransi atau pensiun kepada pekerja gig; e. Kebutuhan
akan layanan on-demand: Konsumen semakin terbiasa dengan layanan cepat dan fleksibel, seperti antar makanan,
transportasi, atau jasa desain.

Regulasi pemerintah indonesia terkait ekonomi gig saat ini masih belum sepenuhnya komprehensif, meskipun ada
beberapa upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi para pekerja gig. Berikut beberapa regulasi
pekerja gig:a. Status Hukum Pekerja Gig: Pekerja gig seperti pengemudi ojol dan freelancer umumnya dianggap sebagai
mitra, bukan karyawan tetap. Karena status ini, mereka tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan formal, seperti upah
minimum, THR, atau jaminan pensiun; b. Perlindungan Sosial: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tersedia, tapi
kepesertaan bersifat sukarela bagi pekerja gig. Platform digital belum diwajibkan untuk mendaftarkan mitra mereka ke
program jaminan sosial; c. Regulasi yang Berlaku: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja belum secara eksplisit mengatur pekerja gig. Permenaker No. 5 Tahun 2021 mengatur jaminan
sosial, tapi tidak mewajibkan platform digital untuk ikut serta.

UU Pekerja Gig atau Gig Workers Bill 2025 disahkan parlemen Malaysia pada Kamis (28/8/2025). Perdana Menteri
Malaysia Anwar Ibrahim, lewat akun resminya di X dan Facebook pada Sabtu (30/8/2025), menyebut UU itu sebagai
"hadiah” bagi anak muda yang bekerja di sektor gig, seperti pengantar makanan dan pengemudi transportasi daring. Gigs
Workers Act 2025 memberikan perlindungan bagi pekerja gig dengan menetapkan kewajiban contractingentity, mengatur
isi service agreement, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta membentuk Dewan Konsultatif dan Tribunal
Pekerja Gig. UU ini mendefinisikan pekerja gig sebagai warga negara atau penduduk tetap Malaysia yang membuat
service agreement dengan penyedia platform atau entitas non-platform untuk memberikan layanan dan menerima
penghasilan. Service agreement mencakup perjanjian lisan atau tertulis, dan berbeda dari contract of service atau contract
of employment dalam hukum ketenagakerjaan tradisional.

Wakil Ketua V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan secara inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig untuk
memberi kepastian hukum terhadap pekerja lepas, menjamin hak dasar seluruh pihak yang terlibat, serta menciptakan
hubungan kerja yang lebih setara. Secara umum, dia mengatakan bahwa RUU Pekerja Gig mengatur hak dan kewajiban
dalam hubungan pekerja yang tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dalam RUU
Pekerja Gig ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja. Sejauh ini, dia mengategorikan ada 10
layanan yang masuk kategori pekerja gig dalam RUU tersebut. Adapun 10 layanan tersebut adalah bidang transportasi,
pemeranan, kegiatan film, musik, estetika, penerjemahan, jurnalisme, perawatan dan pengobatan, perawatan paliatif,
fotografi dan videografi. Rincian jenis-jenis pekerjaanya, yakni meliputi pengemudi berbasis aplikasi, kurir, aktor/aktris, kru
film, penyanyi, musisi, komposer, penulis lirik, penata rias, penata rambut, penata gaya, juru bahasa isyarat, penerjemah,
transkriber, jurnalis lepas, koresponden, konten kreator, YouTuber, podcaster, hingga fotografer dan videografer. Selama
ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada
masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis
platform digital. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan penghasilan bersih, akses jaminan sosial
komprehensif (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), serta kepastian keselamatan dan kesehatan kerja bagi para
pekerja. RUU ini tetap mempertahankan fleksibilitas model kemitraan independen yang menjadi ciri khas sektor Gig,
namun di sisi lain mewajibkan pemberi kerja atau platform memberikan perlindungan setara dengan hubungan kerja
tradisional.
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